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ABSTRAK 

 
Dalam proses penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia, antar lembaga penegak 

hukum mempunyai wewenangnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara 

dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. Kemudian 

pasca keluarnya Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 menambahkan objek praperadilan 

dalam ketentuan pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas yaitu termasuk 

sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau  tidaknya penggeledahan dan sah atau 

tidaknya penyitaan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap 

efektifitas aturan hukum yang berlaku. 

 
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Praperadilan, Putusan MK No. 

21/PUU/XII/2014 

 

 
 

ABSTRACT 

In the process of administering criminal procedural law in Indonesia, law enforcement 

agencies have their respective powers which are regulated in laws and regulations. 

Pretrial is the authority of the District Court in examining cases and deciding whether or 

not an arrest or detention is legal or not. Then after the issuance of the Constitutional Court 

Decision No. 21/PUU/XII/2014 adds the object of pretrial in the provisions of article 77 of 

the Criminal Procedure Code, so that the object of pretrial is expanded to include whether 

or not the determination of a suspect is legal and whether or not a search is legal and 

whether or not a confiscation is legal. Based on this, the author wants to conduct research 

on the effectiveness of the applicable law. 

 
Keywords: Judge's Consideration, Judge's Decision, Pretrial, Constitutional Court's 

Decision No. 21/PUU/XII/2014
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 
Indonesia merupakan konsep negara hukum yang mempunyai makna bahwa 

negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum guna menegakkan nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum juga tertuang dalam 

Konstitusi Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang 

menyatakan: 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 

 
Secara umum, dalam konsep negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu, 

supremasi hukum (supremacy of law), kesamaan ataupun kesetaraan orang 

dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara 

tidak bertentangan dengan hukum lainnya (due process of law). Dalam konsep 

negara hukum, upaya untuk melakukan penegakan hukum merupakan cara agar 

tercapainya keadilan dan kepastian dalam hukum. Di Indonesia salah satu 

instrument hukum dalam penegakkan hukum khususnya hukum publik adalah 

dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hukum 

material dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil. 

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masing-masing aparat penegak hukum 

memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Lebih jelas, wewenang untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan kewenangan untuk melakukan 

penuntutan ada pada kejaksaan serta kewenangan dalam mengadili dalam 

pemeriksaan sidang pengadilan adalah hakim pengadilan. Sekalipun kewenangan 

antara kepolisian, kejaksaan dan hakim berbeda-beda pada prinsipnya aparat 

penegak hukum tersebut merupakan menjadi satu kesatuan utuh yang tidak 

 

1 Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 
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dapat dipisahkan. Upaya dalam penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan 

proses pelaksanaan hukum untuk menentukan apakan suatu perbuatan telah 

memenuhi unsur dari hukum pidana materil. Hal ini juga berarti bahwa penegakan 

hukum pidana juga menentukan mana perbuatan yang melanggar hukum dan dapat 

dipidana menurut ketentuan yang ada pada hukum pidana materiil sehingga 

diharapkan mampu menghasilkan suatu produk hukum yang memiliki kepastian 

serta keadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana formil. 

Secara garis besar dalam teori maupun prakteknya Hukum Acara Indonesia 

mengenal 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu upaya hukum 

biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari Banding dan 

Kasasi serta upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali. Upaya hukum 

dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil yang 

sesungguhnya, baik terdakwa melalui penasehat hukum nya maupun jaksa sebagai 

penuntut umum hingga hukum yang didapat bersifat berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewisde). 

Disamping upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, KUHAP 

mengenal adanya satu Lembaga baru yaitu Lembaga Praperadilan. Praperadilan 

merupakan bagian dari produk hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan 

Indonesia yaitu Pengadilan Negeri. Pada hakekatnya dalam keseluruhan rangkaian 

proses praperadilan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan artinya 

antara satu tahapan dengan tahapan lainnya memiliki hubungan artinya antara 

tahapan yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Lebih lanjut, 

rangkaian dalam proses pidana Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam siding pengadilan yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum. Lahirnya praperadilan dapat memberikan pengawasan 

antar 
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lembaga penegak hukum bertujuan untuk membangun kontrol antar sesama 

lembaga penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.2 

Jika berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, memiliki kaitan 

erat dengan Hukum Acara Pidana. Di dalam upaya penegakan dan pelaksanaan 

Hukum Acara Pidana di Indonesia sering kali menghadapi permasalahan yang 

berujung pada kerugian yang dialami seseorang karena tidak dijalankannya 

prosedur hukum dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari aparat penegak hukum 

dimana sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, khilaf, keterbatasan 

maupun akibat pengaruh baik secara internal ataupun eksternal. Setiap tahapan dari 

keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dalam hal ini dilaksanakan oleh 

negara melalui alatnya yakni penegak hukum. Oleh karenanya, Hakim pengadilan 

sebagai pemimpin jalannya persidangan diharapkan mampu memberikan suatu 

putusan yang memiliki nilai-nilai keadilan. Penegakan serta pelaksanaan hukum 

dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun 

pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan bertujuan untuk mencari kebenaran 

hakiki mengenai terjadinya suatu perbuatan pidana. Dalam prinsip-prinsip dasar 

kode etik dan pedoman perilaku hakim, dinyatakan bahwa hakim harus bersifat 

mandiri yaitu hakim juga harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan 

bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung 

maupun tidak langsung dari pihak manapun. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 1 Butir 10 menyatakan: 

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, 

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan 

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 
 

 
2 Mokhamad Muslimin, “Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan” Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu 
Hukum (Research Law Journal), vol. 6 (Januari, 2011): 52-56, 
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.hlm.52. 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.hlm.52
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c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau 

pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”3 

 

 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 1 Butir 10 menyatakan bahwa upaya hukum Praperadilan yang 

dapat dilakukan oleh tersangka melalui kuasa hukumnya untuk melindungi hak-hak 

nya guna menghindari penyalahgunaan wewenang dalam tahap penyidikan dan 

penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum. Keberadaan lembaga praperadilan 

sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan 

sekaligus bertujuan dan berfungsi sebaga sarana pengawas horizontal terhadap 

aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang- 

wenang. Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan 

menilai bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicita- 

citakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak 

hukum.4 

Dalam hal praperadilan yang merupakan suatu kontrol terhadap tindakan 

penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

dalam rangkaian proses peradilan pidana apakah telah dilakukan sesuai dengan 

aturan yang berlaku atau tidak. Tata aturan atau tata cara beracara itu harus dimulai 

dari awal proses penegakan hukum materiilnya. Kata harus, diartikan sebagai 

sesuatu yang harus diikuti, meninggalkan tata aturan yang diatur dalam hukum 

formil itu akan berakibat adanya risiko hukum tersendiri. Yang harus tunduk 

terhadap tata aturan proses penegakan hukum pidana ini adalah semua institusi 

negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur negara penegak 

hukum, yaitu 

 

 

 
 

 
3 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang PraPeradilan, LN tahun 1981 Nomor 

76 dan TLN Nomor 3209. 

 
4 Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, UMM Press. Hal. 290 
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penyidik polri dan setiap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.5 

Apabila melihat praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi sebagai alat kontrol 

dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan 

pidana dari kesewenang-wenangan penguasa, sehingga produk hukum yang 

dihasilkan melalui putusan praperadilan harus dihormati oleh penegak hukum agar 

tidak terjadi ketimpangan hukum dan kesewenang-wenangan jabatan. 

Lantas, bagaimanakah konsekuensi hukum atas perbuatan hakim yang tidak 

mengindahkan putusan praperadilan? Apakah dalam situasi ini hakim memliki 

kewenangan untuk menyimpangi putusan praperadilan dan tetap melanjutkan 

persidangan dengan agenda pokok perkara dimana sebelumnya hakim praperadilan 

telah menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah. Serta apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim pokok perkara sehingga 

mengabaikan putusan hakim praperadilan? Pada penulisan hukum ini, penulis 

berfokus untuk mencari kepastian hukum serta dasar hukum atas perbuatan hakim 

yang tidak mengindahkan putusan praperadilan. 

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan diatas, oleh karena itu hal yang 

melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul penulisan hukum: 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SIKAP HAKIM PADA PERKARA 

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGINDAHKAN 

PUTUSAN PRAPERADILAN” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam 

melanjutkan persidangan pokok perkara sehingga mengabaikan putusan 

hakim praperadilan? 

 

 

 
5 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012, hlm. 79. 
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2. Apakah status penetapan tersangka dapat dikatakan telah sah atas 

adanya putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN Mdn.? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri 

yang tidak menghormati putusan praperadilan, yang dimana dalam hal ini 

putusan praperadilan adalah merupakan produk hukum yang dimiliki oleh 

lembaga peradilan. Dan juga akibat hukum apa yang bisa terjadi apabila 

putusan praperadilan tidak diindahkan. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat 

diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 

Dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 

wawasan pemikiran untuk lebih memahami mengenai dasar hukum serta 

akibat hukum yang dapat terjadi dari suatu peristiwa hukum. 

B. Manfaat Praktis 

1. Memberikan pengetahuan dan analisa lebih lanjut melalui hasil 

penulisan yang dapat bermanfaat bagi orang sekitar jika terjadi 

permasalahan yang sama dikemudian hari. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan pertimbangan hukum bagi 

hakim dalam memutuskan perkara dalam menangani perkara pidana 

yang berkaitan dengan upaya hukum praperadilan. 

1.5 Metode Penelitian Hukum 

Dalam melakukan sebuah penulisan, metode penulisan merupakan unsur 

yang penting, karena metode penulisan akan menjadi alat untuk 

menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan hingga mendapatkan 
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kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini, ada 

beberapa bagian yang akan menjadi unsur dari metode penulisan yang 

digunakan, yaitu: 

1.5.1 Sifat Penelitian 

 
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Definisi penelitian hukum normatif oleh Soerjono 

Soekanto sering disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. 

Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan 

data primer dan data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap 

asas – asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan 

sejarah hukum.6 

1.5.2 Metode Pendekatan 

 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian 

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data 

sekunder belaka.7 Mengapa penulis menggunakan metode yuridis 

normatif, karena dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat 

yaitu apakah akibat hukum bagi hakim yang tidak melaksanakan 

putusan praperadilan, oleh karena itu dibutuhkannya 

perbendaharaan hukum positif serta kepustakaan terkait akibat 

hukum yang dapat terjadi. Sehingga metode penelitian yuridis 

normatif menurut penulis tepat untuk digunakan dalam penelitian 

ini. 

 

 
 

6 Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta : 2014), 
hal. 19. 

7 Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, dalam Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13 
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1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data dengan 

merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang 

merujuk pada topik yang akan dibahas. Sumber bahan hukum yang 

akan digunakan dalam tulisan ini terdiri dari: 

1. Sumber Hukum Primer 

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan berupa data 

kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan, 

Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan 

Putusan Mahkamah Agung yang mendukung penulisan hukum 

ini. 

2. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder adalah data sekunder, yaitu data-data 

yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data 

primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data 

yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka buku-buku 

ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.8 Data sekunder 

mencakup dokumen-dokumen peraturan perundangan, buku, 

hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.9 

1.5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa 

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil 

dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang 

disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang 

termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum 

obyek penelitian. Sedangkan, data kuantitatif adalah jenis data yang 

 
 

8 Amiruddin, dalam Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 
2006), hal. 30 
9 Marzuki, dalam Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Haninditia Offset: 1983), hal. 56 
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dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi 

atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau angka. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Penulisan hukum ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Gambaran 

isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memuat latar belakang penelitian mengenai 

ketentuan hukum acara pidana di Indonesia khususnya mengenai 

aturan-aturan dalam sistem penegakkan serta pelaksanaan hukum 

pidana di Indonesia. Dari latar belakang yang telah dikemukakan 

maka lahirlah rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini 

dan juga dapat dilihat tujuan, manfaat dan metode penelitian secara 

yuridis normatif guna menyelesaikan permasalahan yang 

disampaikan dalam penulisan ini. 

 
 

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PUTUSAN 

PRAPERADILAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisa teori-teori hukum 

yang relevan bagi hakim pengadilan negeri dalam melaksanakan isi 

putusan pengadilan dan praperadilan menurut KUHAP dan 

praperadilan pasca putusan MK/NOMOR 21/PUU-XII/2014. 

 
BAB III PENEGAKKAN HUKUM DALAM TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

Pada bab ini akan membahas mengenai proses penegakkan hukum 

dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditinjau dari peran 

instansi yang berwenang. 
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BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN STATUS 

TERSANGKA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014. 

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil analisa terhadap 

putusan praperadilan yang diabaikan oleh hakim dikaitkan dengan 

seluruh peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku. 

 
BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan penutup dari hasil 

penelitian dan menyampaikan saran terhadap lembaga peradilan.
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